BUPATI SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN

NOMOR Y TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Menimbang

Mengingat

¢ 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokolk, fungsi

dan uraian tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten
Seruyan maka perlu menyesuaikan nomenklatur
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan guna mempermudah pelayanan dan jalur
koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan;

bahwa karena adanya perubahan dan penambahan
nomenklatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten
Seruyan,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Banteo Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

e § 4



Menetapkan

11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten
Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016
Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34
Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2018 Nomor 12),

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nomenklatur
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Seruyan sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal @ Tebroas’ 2019

BUPATI SERUYAN,
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal ¢ Tehroael 2019

SEKRETARIS DAERAH
N SERUYAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR,..:'i .....



LAMPIRAN

PERA
NOMOR

BUPATI SERUYAN
TAHUN 2019

TANGGAL (¢ f<bewoat 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

BIDANG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP,
PERUNOUNGAN HAK DAN TUMBUH KEMBANG ANAX

SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN LAYANAN

BIDANG PENGENDALIAN PENOUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

SEKSI PENINGKATAR KUALITAS HIDUP DAN

PEREMPUAN

SEKSI PENGARUSUTAMAN GENDER

SEKS! PENGENDAUAN,

TUMBUH KEMBANG ANAK

SEKSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN

SEKS! DATA TERPILAH GENDER DAN
PARTISIPAS| MASYARAXKAT

HAK ANAK

SEKSI PARTISIPAS), BUDAYA DAN

PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPS!
DAN JAMINAN PELAYANAN KB

1

BIDANG KETAHANAN, KESEJAHTERAAN KELUARGA,
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT

SEKSI PEMADUAN SINKRONISAS!
PENGENDAUAN KEBUAXAN PENDUDUK,
PEMETAAN DAN PERKIRAAN
PENGENDAUAN PENDUDUK

SEKS! PEMBERDAYAAN KELUARGA
SEJAHTERA

KREATIFITAS ANAX

mwé‘i"

SEKS! DATA INFORMASI, PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB

SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

SEKSI PENYULUHAN, ADVGKAS! DAN
PENDAYAGUNAAN PLKB




STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SERUYAN

INSPEKTUR
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL l I |
SUB BAGIAN PERENCANAAN, SUB BAGIAN ADMINISTRAS!
ANALUISIS DAN EVALUASI DAN KEUANGAN
I l I
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH | WILAYAH I WILAYAH I
JABATAN FUNGSIONAL




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SERUYAN

“ KEPALA DINAS

[DANG
PRASARANA PERIKANAN

SEKSI
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN

PRASARANA
PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI PENINGKATAN
DAN

PENGEMBANGAN
PRASARANA NON
PERIKANAN
BUDIDAYA

SEKS!
EKSTENSIFIKAS!
PRODUKSI
PERIKANAN

SEKSI
EKSTENSIFIKASI PRODUKS! PERIKANAN
DAN PENGAYAAN STOK IKAN PERAIRAN

UMUM DARATAN

TEKNOLOG! PERIKANAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL r
SUB. BAGIAN
PERENCANAAN DAN sus. eAgwN
KEUANGAN
BIDANG BIDANG
PRODUKS! PERIKANAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN

SEKS!

PENDATAAN, PEMETAAN, KAJIAN
DAN TEKNOLOG! INFORMASI|

PERIKANAN

UPTD

b ¢ s ¢ £

SEKSI
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SDM DAN KELEMBAGAAN
PERIKANAN




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS

KABUPATEN SERUYAN

[
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAG. UMUM

SUB. BAGIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG LALU LINTAS
DAN KESELAMATAN

SEKSI MANAJEMEN

DAN REKAYASA LALY
LINTAS SEKS| KESEMALATAN

SEKSI
PENGELOLAAN
PERPAKIRAN

rsz/’/d" 9

BIDANG PRASARANA
DAN ANGKUTAN

SEKSI PRASARANA
TRANSPORTASI

UPTD

SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI ANGKUTAN
DAN PEMADUAN MODA




STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS
[ J SEKRETARIAT
KELGMPOK JABATAN FUNGSIONAL I 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM KEUANGAN PERENCANAAN
| | | ] | ]
BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUST BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN BIDANG PRASARANA, BIDANG TAMAMAN PANGAN BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN
PANGAN PANGAN SARANA DAN PENYULUHAN DAN HORTIKULTURA KESEHATAN HEWAN
I N 1 1] 1 1
|| SEKSIKETERSEDIAAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN SEKSI PEMBENIHAN DAN SEKSI PRODUKS! PERKEBUNAN SEKSI PEMBIBTAN DAN PRODUKS!
PANGAN | PEMEBIAYAAN ] PERUNDUNGAN -
SEKS| PENGANEKARAGAMAN SEKSI PRODUKSI TANAMAN SEKSI PEMBENIHAN DAN SEKSI KESEHATAN HEWAN

——] SEKSI DITRIBUSI PANGAN

SEKS!| KERAWANAN
E— PANGAN

= KONSUMSI PANGAN

—] SEKS! KEAMANAN PANGAN

D«k&ﬁ‘ {P

SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN
ALSINTAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA

PERLUNBDUNGAN

SEXSI PENYULUHAN

UPTD

PEMASARAN TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

SEXS! PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN PERKEBUNAN

SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SERUYAN
KEPALA DINAS
I SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN ]
FUNGSIONAL
SUB. BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM
YA VA ARG DIDAKO DIOANG
SUNBEROAYA AR BINA MAR L gt O BIDANG JASA KONTRUKS!

1 | | 1 | I— 1 | - I 1
PERDWCANAAN ol Sexs perencauan || peusincun || eriiERvas: Sens PeMOBUBANOAN mﬂm mmw Sexs PEXERTEAN TATA reassonan x| | exssmoavam | | penSamasan
SULEBER DAYA SR BavA AR | | PEMELBARAN TEKNIS AN A b= A P RGODALAN é%ﬁ",‘;‘“: PENGEMBANGAN G ™ || PoxaenoaLAN RUAND KONSTRUKB! | | 44SA KONSTRUXS!| | 1a5A KOKSTRUXKS

URIMAN PERMUKIMAN
UPTD




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS ||
| | SEKRETARIAT
KELOMPOK T l |
JABATAN FUNGSIONAL
SUB. BAGIAN
8UB. BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN
' I [ | I |
SEKSI
SEKS} SEKSI SEKSI
SEKSI PERENCANAAN
PERENCANAAN, SEKSI SEKS| SEKSI PELAKSANAAN
PENGAWASANDAN | | PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERENCANAANDAN | | PERGESAAN DAN MANFAAT DAN AN A 'PEMANFAATAN. PRASARANA.
EVALUAS PENDATAAN AL AS T TRAS A | | pencuasa AN TaNAH SARANA DAN |
UPTD

n oy &~ ¢ ¢



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN

%w%¢€

| | SEKRETARIAT
KELOMPOK |
JABATAN FUNGSIONAL | ) |
SUB. BAGIAN
SUB.BAGIAN PROGRAM DAN KETATAUSAHAAN DAN
KEUANGAN
I 1 |
v BIDANG REHABILITAS| SOSIAL BIDANG
PERLINDUNggg AN JAMDNAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN
| I
SEKSI SEKS!
SEKSI ! SEKSI REHASILITASI aExs) PEMBERDAYAAN
PERLNDUNGAN SOSIAL | | periNDUNGAN SEKSI REHABILITAS! REHABILITAS! SOSIAL TUNA DENTRS! | AN MASYARAKAT,
KORBAN BENCANA JAMINAN SOSIAL SOSIAL ANAK DAN SOSIAL SOSIAL DAN PENYALURAN
SOSIAL KORBAN PENGUATAN IKEPAHLAWANAN, BAN
BENCANA SOSIAL PENYANDANG KORBAN KAPASITAS B iTa™™ | | ResToRasisosiaL
DISABILITAS PERDAGANGAN DAN PENATAAN
ORANG LINGKUNGAN

UPTD




STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SERUYAN
KEPALA DINAS
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL [ I I

SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

{ I i
BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA),

BIDANG PEMERINTAHAN DESA BIDANG KELEMBAGAAN, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DAN USAHA

SEKSI
PEMBINAAN DAN SEKSI PEMBINAAN
PENATAAN KEUANGAN DAN
PEMERINTAHAN ASET DESA
DESA

DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

KASI PEMBINAAN
PEMBANGUNAN DESA

SEKS!
SEKSI EVALUASI
pemaerpavaan | | o B
LEMBAGA o AN
"E“'ASN ';‘A' ‘A'N KATA PELAYANAN
KERIASAMA DESA | |  SOSIALDASAR

UPTD

EKONOMI MASYARAKAT

|
SEKS)
SEKS] PEMBERDAYAAN
PENGELOLAAN LEMBAGA
KETAHANAN
SUMBER DAYA EKONOMI
DAYA ALAM DAN MASYARAXAT DAN
TEKNOLOG! PEMBANGUNAN
TEPAT GUNA KAWASAN
PERDESAAN




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

SEKRETARIS DPRD

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHU

BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

SUBBAG.

PROGRAM DAN

KEUANGAN

SUBBAG.
UMUM

BAGIAN

PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-

UNDANGAN

L

BAGIAN
FASILITASI

PENGANGGARAN DAN

PENGAWASAN

SUBBAG KAJIAN

PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAG.
PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI

>y = < F

SUBBAG
FASILITASI
PENGANGGARAN

SUBBAG
PENGAWASAN




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS

[ SEKRETARIAT
KELOMPCK T
JABATAN FUNGSIONAL l
SUB. BAGUN
SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN
UMUM KEUANGAN
BIDANG BIDANG
KOPERAS| DAN UMKM INDUSTR! BIDANG PERDAGANGAN

I I l

L | | [ |

SEKSI
SEKSI INDUSTRI
PE oS! SEKSI HASIL PERTANIAN R e SEKSIPERDAGANGAN | | =~ SEKS| =~
AAN M
KOPERAS| PEMBINAAN UMKM OAN Kgﬂ,‘g*“”m ELEKTRONIKA DAN DALAM NEGERI
ANEKA {ILMEA)

uPtD |

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR



